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Perihal Imbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Pada
Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil
Bupati Demak Pada Pemilihan Tahun 2024
Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

1. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
— Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019
tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;



d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil
Walikota;

f Surat Kementerian Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 100.2.1.3/2314/SJ
Hal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Walikota
yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;

g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

h. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota hal —hal
sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018,
ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Wakil Walikota;

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, citacita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;



4. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

5. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

6. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana;

7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian;

9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

10.tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

11.tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

13.belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil
Walikota;

14.belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur,
atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada
daerah yang sama,

15.berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain
sejak ditetapkan sebagai calon;

16.tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat
Walikota,

17.menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan
calon peserta Pemilihan;



C.

18.menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai
pasangan calon peserta Pemilihan; dan

19.berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,

menyatakan bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

1. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota secara adil dan setara;

2. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada
masyarakat;

3. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu
mengenai sanksi administrasi Pemilihan;

4. melaksanakan Keputusan DKPP; dan

5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada

keterangan huruf b di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati

dan Penjabat Walikota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar

administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam

Negeri selambat- lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal

pendaftaran pasangan calon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon

adalah tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024;

Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa

proses Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon, Bupati dan Wakil

Bupati, Demak dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Demak agar

senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak dan pihak-

pihak terkait.



Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

2. Arsip.



